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‘ ANGGARAN FUNGSI PENDIDIKAN

Anggaran fungsi pendidikan tahun 2022 sebesar 20% dari APBN yaitu Rp541,7T

Transfer ke Daerah dan Dana Desa, Pengeluaran Pembiayaan,
Rp290,5T Rp69,5T

Kemendikbudristek,
Rp73,0T

Anggaran
Fungsi
Pendidikan

Rp541,7T

APBN 2022
Rp2.708,7T

Kemenag,
Rp55,9T

K/L Lainnya,
! Rp23,9T

Anggaran Pendidikan
pada BABUN, Rp28,9T




Lokasi:

- Pemasok anggaran

« Pengguna anggaran

 Disparitas
pendapatan

Manusia:
 Berjiwa korup

Barang:
* Aset negara Masalah:
- Barang sitaan « Sistem
: « Kesejahteraan
Kegiatan: W - Penghasilan
* Perizinan « Kontrol

_ PENYEBAB KORUP
 Pelayanan publik | | Budaya taat

AN . hukum




m DATA KORUPSI DI INDONESIA
‘- » Berdasarkan Sektor

Jilai Kertoia lilai Pencucia
No Keterangan Jumiah Nilai Kerugian Nilai'Suap Nilar Pungii Sraribencrean
Negara vang
1  Pendidikan 18 Rp38,3 miliar - - -
2  Kesehatan 11 Rp23,1 miliar Rp50 juta Rp171 juta -
3  Sosial Kemasyarakatan 9 Rp8,2 miliar - Rp110 juta -
4  Ketenagakerjaan 7 Rp1,2 miliar Rp695 juta Rp260 juta -
5 Perdagangan 6 Rp2,7 miliar Rp3,2 miliar - -
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. Sumber: ICW, Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2019
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PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN SEKTOR
PADA SEMESTER I TRHUN 2021 (TOP 10)

55 2000
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mmJumlah — Kerugian Negara

= Pada semester [ 2021, anggaran

dana desa menjadi sektor yag
paling rawan dikorupsi ;

= Pengawas pada sektor anggaran

desa perlu diawasi secara ketat
mengingat pada tahun 2021
anggaran desa yang digelontorkan
oleh Pemerintah Pusat adalah
sebesar Rp 72 triliun

= Sektor pelayanan publik juga

menjadi sektor yang paling terjadi
korupsi, seperti pendidikan,
kesehatan, transportasi, dan
pertanahan.

= Sementara nilai kerugian negara

yang paling besar ada pada sektor

pertanahan.
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PEMETAAN KASUS KORUPSI BERDASARKAN AKTOR
SEMESTER I TAHUN 2021 (TOP 10)

= Aktor yang paling banyak terjerat kasus
mASN korupsi adalah ASN, Swasta dan Kepala
162 Desa.

B Swasta

B Kepala Desa

B Dirut dan karyawan BUMD

B Masyarakat

B Aparatus Desa

B Dirut dan karyawan BUMN

B Ketua/anggota
organisasi/kelompok

B Ketua/Anggota DPRD

B Bupati/Wakil Bupati

Berdasarkan hasil pantauan, kasus korupsi
yang melibatkan unsur ASN dan swata
terjadi pada saat proses pengadaan
barang/jasa.

Sementara itu, Kepala Desa merupakan
aktor yang paling banyak ditangkap akibat
melakukan penggelapan anggaran desa.

Selama semester I, tercatatt hanya ada 1
(satu) korporasi yang ditetapkan menjadi
tersangka

Kelanjutan penanganan korporasi harus
dituntaskan hingga tahap akhir.

Terdapat 10 (sepuluh) Kepala Daerah yang
ditetapkan menjadi tersangka (1

Gubernur) (2 wali kota) (7 Bupati/Wakil




me Home Nasional Internasional Ekonomi Olahraga Teknologi Hiburan Gaya Hidup CNN TV

Indonesia

Home > Nasional > Hukum Kriminal

Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102
dari 180

Bagikan : 0 0

Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot,
Urutan 102 dari 180

(@)

Indonesia

Transparency International Indonesia (TIl) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor
37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya. Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan. Foto:
Adhi Wicaksono

Jakarta, CNN Indonesia -- Transparency International Indonesia (TlI)
mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia tahun 2020 berada di skor
37. Turun sebanyak tiga poin dari tahun sebelumnya.

Indonesia berada di peringkat 102 dari 180 negara yang dilibatkan.

"CPI [Corruption Perception Index] Indonesia tahun 2020 ini kita berada pada skor

#CP12020
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COUNTRY/TERRITORY RANK

. Rwanda

Grenada
Italy

. Malta

Mauritius
Saudi Arabia
Malaysia
Namibia
Greece
Armenia
Jordan
Slovakia
Belarus
Croatia
Cuba

Sao Tome
and Principe

Montenegro
Senegal
Bulgaria
Hungary
Jamaica
Romania
South Africa
Tunisia
Ghana
Maldives
Vanuatu

49
52
52
52
52
52
57
57
59
60
60
60
63
63
63
63

67
67
69
69
69
69
69
69
75
75
75

TR
m Argentina 78
m Bahrain 78
YFE china 78
m Kuwait 78
m Solomon Islands 78
VI Benin 83
m Guyana 83
E. Lesotho 83
VI Burkina Faso 86
Ui India 86
m Morocco 86
m Timor-Leste 86
n Trinidad and 86
Tobago
m Turkey 86
m Colombia 92
EEM Ecuador 92
u Brazil 94
m Ethiopia 94
m Kazakhstan 94
m Peru 94
EEN serbia 94
ﬂ Sri Lanka 94
m Suriname 94
a Tanzania 94
Gambia 102
Indonesia 102
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KORUPSI, NEPOTISME, DAN PEMERASAN SEKSUAL TERPARAH
DI ASIA

Sumber : http://www.pikiran-rakyat.com



@ FENOMENA KORUPS|

MASALAH BESAR DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA & SISTEM PEMERINTAHAN

DI INDONESIA ADALAH KORUPSI BAIK DI PUSAT MAUPUN DAERAH

1. Melemahnya sendi-sendi
perekonomian Nasional, karena
negara tidak kuasa menjamin
kehidupan ekonomi, kesehatan,
kualitas hidup yg layak.

2. Melemahkan rasa keadilan,
sosial dll

1. Menurunkan kualitas hidup masyarakat
2. Mempengaruhi kualitas tatanan sosial
masyarakat

Menurunkan nilai demokrasi
Melemahkan penegakan hukum

5. Ekonomi biaya tinggi

ul

Korupsi telah merasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat, sehingga membawa bencana
terhadap kehidupan perekonomian nasional & kehidupan berbangsa dan bernegara pada
umumnya serta pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak ekonomi masyarakat &

menghambat pembangunan nasional
9



@ DELIK KORUPS!
TP Korupsi (UU No. 31/1999 Jo UU No. 20/2001)

Delik Merugikan Keuangan Negara Dan Atau
Perekonomian Negara. Psl 2 Ayat (1) Dan Psl 3

Delik : Suap Menyuap Pasal 5 Ayat (1) A,b (2) ; Psl 6 (1)
Ab  (2);Psl11;Psl12A,B,C D; Psl 13

Delik Penggelapan Dalam Jabatan Psl 8 ; Psl 9 ; Psl 10 A,
B, C

Delik Pemerasan Dalam Jabatan Psl 12E, F, G

Delik Perbuatan Curang Psl 7 (1) A,B,C,D,(2); Psl 12 H
Delik Benturan Kepentingan DIm Pengadaan (Psl 12 1)
Delik Gratifikasi (Psl 12 B Jo 12 C)

UU No. 11 Tahun 1980 (TP Suap)

Pasal 3 (penerima Suap) Anc 3 Thn

&

KUH Pidana

= Pasal 368 (Pemerasan) ancm 9 Tahun
= Pasal 372 (Penggelapan) ancm 4 Tahun
= Pasal 378 (Penipuan) ancm 4 Tahun



ODUS KORUPSI SEKTOR PENDIDIKAN

Bentuk:

1. Mark Up

2. Bukti Fiktif
3. Gratifikasi

Suap/Gratifikasi dalam
pelaksanaan tugas pelayanan
publik : Anggaran/hibah/DAK
diperoleh dengan cara ‘beli’, jual
beli bangku PPDB & perpindahan
sekolah
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FUNGSI INSPEKTORAT JENDERAL

Pasal 196 Permendikbud 45 Tahun 2019

Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terhadap
kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan
tertentu atas penugasan Menteri;

Pelaksanaan pengawasan teknis bidang
pendidikan dan kebudayaan di daerah;

Penyusunan laporan hasil pengawasan di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan;

Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal;
dan

Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh
Menteri
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KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN

Audit Kinerja

Audit Tujuan Tertentu

Audit kinerja program berkelanjutan dan Audit kinerja Entitas (Aspek
Tusi, SDM, Keuangan, dan Sarpras)

Audit Investigasi dan Penemuan Fakta (Fact Finding)

Reviu atas Laporan Keuangan

Reviu LK Eselon |, Reviu LK Kementerian, Reviu PIPK Eselon |, dan Reviu
PIPK Kementerian

Reviu

Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran

Reviu RKA-KL semua Satker

Reviu atas aspek keuangan tertentu

Reviu RK BMN Eselon |

Reviu aspek kinerja tertentu

Reviu LAKIP Eselon | dan Kementrian




KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN

_, | Evaluasidan penilaian atas efektivitas | | Evaluasi manajemen risiko Unit Utama dan Satker
manajemen risiko

_,| Evaluasi dan penilaian atas efektivitas |, Evaluasi SPIP Unit Utama dan Satker
penerapan sistem pengendalian intern

. Evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi .
> Evaluasi > Pemerintah ] Evaluasi SAKIP
—> Evaluasi ZI-WBK —> Evaluasi ZI-WBK

Evaluasi akuntabilitas P I
vaiuastakun 'a .I ! as_ enyelenggaraan | Evaluasi Penggunan Dana Transfer Daerah, Evaluasi Kepatuhan NSPK oleh
Pendidikan di Daerah

Pemerintah Daerah, dan Evaluasi Kepatuhan NSPK oleh Perguruan Tinggi
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Pen

Pemantauan Tindak lanjut Rekomendasi hasil pengawasan internal dan
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil eksternal, Pemantauan Tindak lanjut rekomendasi hasil audit investigasi
Pemeriksaan Itjen Kemendikbud

— EEREREDE]

Pemantauan terhadap pelaksanaan Pemantauan pelaksanaan program yang sedang berJaIan,. Pemantauan

program dana transfer daerah, dan Pemantauan satker berpredikat ZI-WBK
WBBM




KEBIJAKAN PENGAWASAN ITJEN

Asistensi

Pengawasan
Lainnya

Pendampingan pelaksanaan program yang sedang berjalan,
Pendampingan Penguatan SPI Satker/UPT, dan Pendampingan
penerapan SPIP.

Fasilitasi

)

Pencegahan Kecurangan (Fraud), Pembudayaan Antikorupsi
dan Sinergitas dengan APH.
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